-BAB 3 : Peningkatan dan Pembinaan Sistem KA.S.IBA_ i

3.1 Garis Besar Peraturan tentang KASIBA

3-1-1 Unium . .. - . L . Lo .
Sistem KASIBA dldasarkali pe.lda.Undang -undang Republik Iﬁdoncsna (UU No. 4.!19.92

tentang Perumahan dan Pcrmuklman) leawah UU ini n'mtmya ada 2 Peraluran Pcmermlah
(PP). '

" UU No. 4/1992 lcntalig _
Perumahan dan Permukiman

PPNO.80/1999 .- | .| : . PPtentang .

" tentang KASIBA dan Pembangunan Perumahan |
LISIBA Berdiri sgndiri ' . _dan Permukiman

Gambar 3 l I Komponen UuU tentang Slstem KASIBA

Dlletapkan bahwa kesesualan kesehatan kcnyaman kcharmomsan dalam pcmbangunan
perumahan dan permukiman adalah kebutuhan dasar yang sangat penting sebagai faktor yang
~akan meningkatkan kebanggaan, kualitas hidup dan masyarakat berbudaya adil berdasarkan _
Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan Nasional harus sesuai dengan pcrsatuan dan -
keqatuan negara Indonesm ' : o

_Secara lebah spe51f'1k KASIBA dldcﬁmslkan daIam imgkup studl ini adalah scbagal benkut

“Kawasan Slap Bangun adalah seb:dang tanah yang ﬁsﬂ( ﬁsxknya telah drpersmpkan untuk
B pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan
_ siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan sccara beitahap dengan lebih dahulu
- ditengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan scsuai dengan rencana
 tata ruang lmgkungan yang dltetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 11 dan memenuhi _
 persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah
- Khusus lbukota Jakarta rencana tata ruang lmgkungannya d|telapkan oleh Pemermtah Daerah 7
- Khusus lbukota Jakarla o . , - .

Jalln yang ada .

Untuk menjidl KASIBA : harus mampu
membangun prasarana yang malayani leblh
darl 25% dayi kiwasan pengembangan
{rencana) . -.; : AR : S

| £ e - — —.— - — 1.-—1
-

 Kewasan KASIBA - . .0 .

. ma—— o d— -

- - bt JE 1 iS1B A -4
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Gambar3 l 2 llustrasn Slstem KASIBA |




3-1-2  Tujuan KASIBA

Pemantapan kebijaksanaan bidang pembangunan perumahan dan permukiman. -

- Pemccahan berbagai permasalahan khususnya pembangunan skala besar  oleh
pengembang swasta yang selama ini tersebar di kawasan pinggir kota.

Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan prasar'ma kota
Pemccahan masalah pcmbahan pcnggunaan lahan kota yang (ldak teratur. |
Pcmccahan masalah kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat bawah.

3-1-3 Persyaratan

Dalam rangka mewmudkan zona permuklman Pemda menclapkan satu atau leblh sebagal
zona pcrmuklman sesuai dengan chcana I‘ ata Ruang Wllayah Kota dl kawasan kota ataupun -

perdesaan yang sesuai untuk KASIBA.
Pcrsyaratannya paling scdlk;t mcnyangkut

1. Rencana Dclall Tata Ruang ' )

2. Dala mengenal luas batas dan kcmlllkan tanah

3 Penyedlaan Jarmgan prasarana lmgkungan prlmcr dan sckunder. L

'— I. embaga Pelaksana =

.o* Penghuni ESRRE R ET
he Pcnullk Hak Talnh

Dilcnmkan o!ch Pcmcnntah Dacra.h :.

Koordinasi dan .
ketjasnmn IR

(_n'lon le&Sl I’cngelnb:.nga.n KA&II)A ) . . L R . L
,dncnluka.no!chl’cmda -1 o e P Sl |I

S - ] ] T u\IPenscmbms CRE
;. Pembangunan Prasarana dasar I B : i . o

(Yebik 25% dari Kawasan Rencana) o T T S H S ..
- - . Pongajuin - B R _':‘,' B

T usula 5 A Perum Pcrumnas B

© Yin.ijin Pengembangan KASIBA 0 l"ﬂf‘ B * Lembaga lain yang disclujui o!ch
PR - - ' _ - Pcmcrh\mh R R

Penctapan Dadan Pengelola KASIBA

. : P‘:"ss‘ﬁ-ia"’f" A Oraantsast para pem tanah

{iin Penyelenggara LISIBA

(prembentukan kaviing-kaviing) fe Pcnz‘c'mb‘ang swasta

A N

-::Pcnctnp;n'l’cnyclénagra.r.a LASIDA T
= I { (Ke¢lengkapan Dokumen)

L ¢ ¥ Rencana Pelaksanaan

* Jadwal Pcmbangunan

7



3-1-4 - Kegiéfahl Pembdiigunﬁﬁ
Pcmb'mgunan I ISIBA dllakuk'm melalui bcberapa (ahap, antara lain menyangkut kegiatan :
I Pcnylapan tanah
2. Perencanaan yang scsuai, pemanfaatan, péﬁgawasén dan pcmilikén
" 3. Adanya prasarana lingkungan
4. Penanaman / pengh.ija_uan kawasan

5, Adanya fasilitas lil._lgkt_.lr_lgan_'_"

Peransn . taformasi Kelenghepan
Lembaga tcmbzﬁ: dari Lemtaga Pelaksana 2 © - Dokumea
Pelaksuny Pelitaana .
» . : ) 4 . Dt? s
Pemeqatah Baerzh Lokasif Area Pengembangan © Rencsns Tapak Geaber Tebaik
: - . dan Pemilhan Badn ¢ RTRWK ¢ Gambs :'u;
Pehiksana KASIBA dan e e o Rencans pelaksana

PeayelengganLisiBA : R?nc?nl Prasatana
if

Pe ng:gu.naln Tamh ylng- ads
Perguasasn Tansh . B
Peta pemilixsatanshdaa 25 * Rencanz perolehyn tasah >

bangunyn 2 ..

Gamhar3 I -4 PokokTugas Pelaksanaan o

Penerbitan ijin-
ijin fokasi

Dinas Peitanahan

- Para perusaha'm swasta yang bergerak di bldang blSlllS pembangunan yag akan
mengcmbangkan LISIBA dilarang mcnjual kavling tanah matang tanpa rumah. Berdasarkan
ketetapan pembangunan LISIBA, sesuai dengan kebutuhan lokal, para pengembang LISIBA

~ diperbolehkan menjual ka\_flmg tanzh matang tanpa rumah untuk ukuran kecil dan sedang,

" #Bolehdijual  * Boleh dijual

........

......

(Kawasan Kosong)

i }_-D:_irenca:h'akaﬁ untuk LISIBA _

v '(Tefapi; boleﬁ_dijua! dnh‘lk.': G
i+ wkuran kecil sampgi sedang i

'+ Tidak boleh di Just
e o Jika ada kebutuhan setempat) - '

 Gambar 1.5t Bl T




Setiap warga mempunyai hak dan kesempatan sama dan keikutsertaan seluas-luasnya dalam
membangun perumahan dan permukiman. Pelaksanaan keikutsertaan bagi masyarakat ini
sebagaimana discbut paragrap di atas dapat dilaksanakan secara individu ataupun kerjasama.

~3-2  Pencrapan dan Pl'_illsill-lafinsip KASIBA _
3241 Langkah-la.ngka'h Pcngawasa'n dan Pcnigclolaan K_(_)ta

_KAS]BA, 'slcbagaimana ditcrangkali diatas, dapat' diartikan Sebagai upaya pengawasénldan
pengelolaan kota, (bukan pelaksanaan proyck), yang berupa penyediaan rumah / bangunan,
: sebagalmana dltumukkan dalam gambar 3-2-1 dan dlbahas berikut ini.

t)) KASIBAsebagal Alat Pengawasan c

Proyck Rcalestatc lanpa pcndekatan KAS!BA mcnycbabkan perkembangan yang semrawut
dan terpencar scbagaimana dapat dibuktikan pada perkembangan kota masa lalu dan sekarang
di DKI Jakarta, Bila KASIBA ditetapkan/dirancang, pembangunan realestat akan diatur dalam
KASIBA yang diciptakan secara terpadu dan menyatu sebagai kawasan sosial dalam suatu
kota. Visi yang diemban ada 2 hal, pcrtama adalah pengurangan atau pelarangan realestat -
membangun di luar KASIBA dan yang lain adalah menawarkan sualu yang menarik bagl
_ pcmbangunan dan kesepakatan penanaman modal di KASiBA

L I " " Pengawasan Kotla . I :

IR ’;‘.ani;; KASIBA S B DenganKAS!BA

l)llnl;qng mimbanﬁun Realt .
Estat 3 luar KASIBA . 7.

"7 Real estat ).Jang tersebar .. Fembangunan Kota skala besar terpadu . -
L (ALB,C dan Birveal estat) : . ; 7

e I )
LISIBA T rasisa | ] rasiea ] L [oisisa

| Blok-a | i Blok-B | Bk |25 Blok-D

' Pengembang . BUMN/ . 0 - Pengembang .7, . Konsolidasl

: Swusta RTINS, Pefun"mas o T Swnsta SRR Tana'h

Gambar 3-2 1 Pengawasan dan Manajemen Kota melalul snstem KASIBA

Sistem pengawasan sepem ini Juga dltemukan dalam: “Area Dmsnon System” (ADS) dalam -

perencanaan kota di Jepang dan sebagai acuan pada gambar 3-2-2 dan penje]asan ringkas

dibawah ini. Sebagal perbandmgan dengan KASIBA, ADS adalah sistem yang mengatur' :

- pokok kerangka promosi pengembangan kawasan untuk menghindari perkembangan kota
yang tidak teralur Slstem 1m menetapkan kerangka rencana kota, ukuran dan bentuk kota. - -

_ Kawasan Perencanaan Kota dltetapkan mencakup/mehpuh kawasan efektif (Urban actlvmes)r :
, dalam balas otonom daerah kota (mumclpalltles) Dalam ADS dlbagl dalam apa yang dlsebut



dcngan Kawasan Promosl (Urban Promotlon Area) dan Kawasan Pengawasan Pertumbuhan
Kota (Urban Control Area) seperu berikut ;

Kﬂlﬁiﬁﬂﬁmnmsdﬂﬂlmﬂmmojmmlkmﬁ) meliputi kawasan terbangun dan pcngcmbang‘m

dalam kawasan yang direncanakan pada periode 10 l'lhun mendatang

Kﬁlawusllgmsmkmmbmwmaﬂ[bam@mmm adalah kaW'is'm yang

pcrkembangannya diawasi. -

- Dasar pemikiran dari ADS adalah terdiri atas kawasan yang sengfua dimajukan agar dapat
“dikclola pemanfaatan tanahnya dan penyediaan prasarana secara efisien serta untuk
menghindari pembangunan yang tak terkendali merambah hutan dan dacrah subur di
perbatasan kawasan terbangun (untuk itulah konsep KASIBA yang ditawarkan).

A Kawasan Perencanaan
. pengembangan Kota . - .

B Kawaéan Promaosi

4 B' Kawasan Promus: dl luarB

c Kawasan Pengawasan o
Pengembangan Kota . .. '

e e

: D Kawasan Pengembangan Pertaman

- E P_royek Pengemhangan Pe_rt_aman -

Konsep KASIBA

Sumbcr Data : Dmas Perkofaan, Kémentnan Kon_élfuksi, Pemerinlah - S
Jepang ' ;

(‘ambar 3 2-2 Slstcm promosn dan Pengawasan Pembangunan Kota dl Jepang

. ADS dldukung olch landasan hukum mengenan pemanfaatannya, mvestasn pemermtah

_ 'proyek-proyek pembangunan ijin - ijin dan pajak pembangunan Di antaranya, yang terkait -
"~ dengan KASIBA adalah proyek—proyek pcmbangunan kota yang dlberlakukan dan dlbangun_ .

” kembangkan d1 Kawasan Promosn o Y




Tahcl 3-2 1 lmplukasdlukum Pcngcmbmagan Kawasan '

- Perihal

Kawasan Promosi

I’cngawasan Pertumbuhan _
' Kota ~

Pengawasan Pengun'nn
Tanah :

Penggunaan hanya untuk
permukiman

Hanya untuk pcnggunaan '
perfanian -

Fasilitas umum

Kewajiban Pemerintah unluk
menyediakan

Pengembangan pertaman olch
Pemerintah

‘Proyck Pembanguuan Kota

Proyek Pembangunan Kota _

yang disponsori ]’cmcrmtah i

1. Konsolidasi Tanah
2, Peremajaan Kota
3. Permukiman baru

__ dengan KASIDA

Proyek pengawasan dan
manajemen
pembangunan kata .

Perijinan Pengembangan
Kawasan

Proyck yang lebih dari
1000m? memerlukan
persetujuan Pemda (sesuai
dengan standar teknis)

Tidak ada pembangunan kota
kecuali pembangunan skala
bcsar (kekecuallan)

Pajak Perencanaan Kota - -

Pajak perencanaan Kota
untuk membiayai . - o

' pcmbangunan prasarana kola

Tldakada LT —

Kawasan Promosl (Urb'm Promohon Areas) dltenlukan dalam rangka pembangunan kola )
(melarang pembangunan dlluamyd) yang sesuai dengan prasarana yang tclah dlsedlakan o

.(2) Pengclolaan KA&IBA

(Slap bangun) ini hamplr sama dengan KASIBA dalam artl luas R

Fungsn lam darl KASIBA adalah unluk mcngelola pembangunan kota dalam_ ka\wsan
" perencanaan. Secara unum pelaksanaan pcmbangunan kota tcrdm atas 4 keglatan

1. Penenluan kawasan pembangunan '

' 2 Pembangunan prasarana (pnmer)

: 3 Pembebasan tanah

4. Pembangunan ﬁsnk I rumah (has1] akhlr pembangunan)

Mengenai pentahapan waktu, butir 2 (pembangunan prasarana) dan butir 3 (pembcbasan_ S
' tanah) ststemnya blsa bervanam tergantung pada sistem pcmbangunan yang dlgunakan S

'KASIBA dan PengelolaanIManajcmen KAS]BA S

Sistem pembangunan kota secara teorlt;s dlkla51ﬁka31kan dalam 5 tlpe sesuai dengan derajat
keterlibatan pemerintah seperti yang dapat disimak pada gambat Dalam hal ini KASIBA
secara teoritis didefinisikan sebagai sebuah skema kerjasama dan pembaglan peran antara
pemermtah dan swasta lmasyarakat dalam perencanaan dan pembangman kota. Pengelolaan/
manajemen KASIBA adalah untuk melaksanakan kegiatan bagaimana sistem pengawasan
| yang dilakukan oleh Pemerintah kepada swastafmasyarakat Selama swasta/masyarakat
diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan sesuai dengan keinginan Pemerintah,
Pemerintah juga diharapkan ‘memajukan dan melibatkan ‘swasta/masyarakat, dan untuk
mcngamankan kepemlngan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan
kota, - . S ; . . ;




11w;LJusmﬂbmnu uMakLkanJ{mncnmﬂL(mnmLﬂgmknm)gkmbangMIt
rumah olch Ls;umma,s) S

Scmua kegnt‘m pembangunan perumahan dan kota dlselenggamkan oleh Pcmcnnlah
semacam Peruninas untuk menyediakan produk akhir berupa ramah / bangunan dalam rangka
memenuhl kcbljaksam'm nasmnal untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan
pcrunnhan :

- _luaz;_lnjmuLRmuslmanhasa_mlmMMﬂmmm

Dcngan menyediakan prasarana primer dan tanah, swasla bcrkewajlban membangun
rmmhfb'mgunan pada tanah dan prasarana yang telah dlsedlak'm

Flpg -3 Inlslauf_l_’mm!_aanji[aiamnaﬂlch Pemerintah

Proyek-proyck lealestat yang termasuk mcmbcbaskan tanah dan membangun rumah, adalah
melaksanakan proyek pada kawasan yang tclah dllcngkapl oleh prasarana dasar yang
dlsedlakan oleh Pemerintah. ..

: wmmtmmmmmamﬂmhangunan_ojﬁhﬂmmnm

- Hal utama dalam perencanaan kota, Pemerintah menetapkan kawasan pembangunan, yang
~ dikembangkan/dibangun atas, inisiatif tcmtama oleh plhak swast'\ termasuk pembanglman
~ prasarana tanah dan rumahfbangumn .

"Ti'- .

'P;hak swasta/masyarakat mcnetapkan kawasan pembangunan yang akan dlkembangkan
termasuk segala kelengkapannya, di tanah arahan Pemerintah (sesuai Rencana Tata Ruang).
Tipe ini adalah prosedur pembangunan lradlsxonal dalam bentuk snstem penpnan (ljin
: pl’ll]Slp/ lokas:) yang sesual dcngan Rencana Tata Ruang

- Secara umun dikatakan bahwa semua llpe snstem pembangunan kola tersebut dllaksanakan

‘secara fleksibel scsuai dengan kondisi sctempat, kebutuhan dan tujuan pembangunan itu

" sendiri. KASIBA dapat dlharapkan untuk mampu mcngelola pcmb'mgumn kota sesuai
) dengan hpe upe yang d1klas:ﬁka&kan dl bawah ini: '




Type-1:Inisiatif seluruhny'a oleh Pemerintah

keterliba!an Pemerintah

(dalam arca KASIBA)

__________________

P:;ct—a—;TaI:K:‘\asan :: Pembangunan | _ Pembebasan 1:: .. Pembangunan
Pengembangan l Prasarana *D . Tanah , Rumah / Bangunan

Typc-Z:Penyediaan Prasarana dan Tanah oleh Pemerintah

Penetapan Kawasan] Pembangunan 7 Pembebasan - Pembangunan E
Peogembangan 1> - Prasarana . r?{> - Tanah i|_Rumah/Bangunan |i
T&pe 3 Penycdlaan Prasarana ﬂleh P‘c-nllcrmts;lh i __-___ _________
Frr e ol = Rl [ e
S e —— oo
Twiah hany:{ézeasﬁéé's%m&éﬁ&%npfé?éﬁ}??!tﬁéﬁ-.*__'_.7_'_'-_' _______
2 o Wl o el | o
: b e CmmmeoooaoloolIITITIIT
'I_‘z99:%.%%!11}{*1'5!_%3955}?!{‘.5)39%‘.8_____--_____-__.______ _____________________________________
e | Mo ] b [ M | o]
1 . .

Gambar 3-2 3 Tlpe-tlpe Slstem Mana]emen Kota dan ngkat Keterhbatan antara L
: o S Pemermtah dan Swasta . A R

3-2 2 KlaSlﬁkaSl dan Apllkas1 Slstem KASIBA

7 Sehubungan dengan llpe tipe sistem pengelolaan kota yang telah dlklaSIHkamkan dlatas 3
~ tipe sistem KASIBA yang dlterapkan di Indonesia dltunjukkan pada Gambar 3 -2-4 dan uraian
berikut: - , : .

KASIBA Slstem 1: I‘ lpe 4 (Penetapan Kawasan chcana Pcngcmbangan)
KASIBA Sistem-2 : 1 ipe-3 (Penyediaan Prasarana) R :
| KAS]BA Slstcm 3: szc-2 (Pcnyedlaan prasarana dan pembebasan tanah)

~ Melalui pengkajlan pelaksanan sistem dalam skema pengelolaan KASIBA yang dlusulkan

_sebagalmana yang telah dibahas dalam bagian 3-3, Panitia Pcngarah menyatakan bahwa -
sistem KASIBA yang dllaksanakan tidak bertentangan dengan UU No. 4/1999 tentang o
KASIBA, dan beberapa premis yang disimpulkan bahwa sistem KASIBA- seyogyanya ada 3 .

opsi, satah satu atau kombinasi diantaranya, Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa 3 sistem
~ discpakati melalui uji-coba kemungkinan bisa dlterapkan dalam perencanaan kota di
Indonesm yang akan dibahas berikut ini. Lol : '



B Pembangunan Tata Ruang Kota -

Tipe-] Tipe-2 " Tipe-3 Tipe-d  TipeS

Pembangunan Penyedia tansh dan " Pembangunan .~ Semuanya oleh
rumahbangunan . Pembangunen remah / Realestat . swasta
' bangunsn .
S
rakarsa .
. i g i ars Pembagian
Prakarsa wasta o Tugas/peran

dan investasi

Pemerintah | i‘l-m'n'm
_j_.l_l,l_,Ll_J_IIlIllll. | 1431 i -

Semua dilak.sanaka;) Meﬁ:yediakan tansh F:Ie.ﬁ)jediakan L " Membuat

Pemerintah - prasaranadanrencana  prasarana dan gencana - TCNCENA oo

Kiasifikasi : KASIBA  KASIBA  KASIBA | Kawasanyang =
Sistem KASIBA Sistem- 3 ~ Sistem- 2 - Sistem- 1 | dikembangkan diatur

sesuai Rencana Tala
Ruang i

Aplikési‘Sistem - Proyek KAS.IBA. KASIBA' Rencana Induk . | <&
KASIBA < Tt Ly Proritas cto | | KASIBA G o

" Gambar 3-2-4 klas'i'ﬁkas_i'dén'Ap:'ika_s'i"sigte&ag_K;&siBA' o

' Sistem KASIBA sebenamya dlrancang dalam rangka menanggap1 persoalan kota dan
: kcbljaksanaan permbangunan perumahan / kawasan / kota. Pada akhirnya, perbedaan sistem

- pelaksanaan melalui pengelola KASIBA scharusnya disiapkan secara umum dan khusus - o

sebagaimana dapat memenuhl berbagal konchs;, kcbutuhan dan problem kota pad‘a masa
_ mendatang ' : . :

- I’ada snstcm yang bcrjalan sckarang ml, Pemermtah tldak melakukan apa—apa tetapi menunggu‘ :
proyek proyek pembangunan yang akan diajukan oleh swasta!masyarakat pada bcrbagal
tempal d1 kawasan kota sesuan dengan rencana tata ruang ' s Lo

Dalam KASIBA Slstem-l Pemermtah darl sudul pandang strategns perencanaan kota dapat-
memutuskan secara positip mengenal provek pembangunan kota. Ini keunlungan besar (Great

. Advaniage) bagi perencanaan kofa di Indonesia semenjak Pemerintah secara jelas dan positip - T

memlmpmfmemulal pelaksanaan pembangunan kota melalui inisiatif Pemerintah. Penetapan’

o ' KASIBA haruslah mempunyai landasan hukum bahwasanya semua pembangunan kota harus o
o dlkoordmamkan melalm Rencana Induk KASIBA : 2

Kesnmpulannya, KASIBA Slstcm-l dapat dlgunakan unluk memperkuat pengawasanj

R I S



KASIBA Sistem-2 : Kawasan Prioritas. KASJBAJRmemlguuanjiom_yanngmahap
dan Tcerarah)

KASIBA Sistem-2 ditetapkan dengan beberapa prioritas kemana arah perkembangan
diharapkan. Caranya dengan membangun prasarana lingkungan primer dan sekunder sesuai
dengan perkembangan yang dipromosikan. Penerapan sistem ini discsuaikan dcngan tahap-
tahap pembangunan kota

mmmmul Q)Lcl(JiAﬁLA

KASIBA sisten-3 dltcrapkan untuk pcnyedlaan lanah dan (ll_]ll'il'l khusus mlsalnya unluk _
“perumahan, industri, komersial dan sebagamya scsuai dengan instansi yang bertanggung
jawab untuk mengembangkannya. Sistem ini sebaiknya untuk memantapkan kawasan yang
memang sudah diprioritaskan dalam perencanaan kota yang mana pcmbebamn tanah sulit

~ dilakukan oleh swasta. Sistem ini harus dtpcrlengkapl dcngan landasan hukum yang kuat
lerutama unluk pcmbcbasan tanah. : :

- %bagalmana discbut dlatas maksud dari 31stcm ini dapat d;tcrapkan sceara terplsah dalam :
~ perencanaan kota. Scbagai tambahan, sistem ini Juga dapat dlgunakan secara kombmasn
sebagammna dlgambarkan p'ida gambar 3-3-2. .

| LcmadukanjiAélB_Aﬁwjgm

1. Rencana induk KASlBA akan dlbuat mencakup keterpaduan dan penyatuan pcrkembangan
kota pada 10 tahun mendalang (KASIBA Slslem 1) : :

2. _Pada rencana induk, pr:orltas kawasan dllelapkan unluk dlbangun prasarana prlmer agar
menarik investor dan pengembang swasta untuk membangun (KASIBA Slstem-Z)

3. Tanah harus sudah fersedia pada kawasan prlorltas agar memlllkl arti untuk mcmbangun
- kawasan prioritas demi tercahsamkannya rencana mduk KASIBA (KAS]BA Slstem -3).

Ukuran KASIBA swteml sampa1 3 secara hau-hati dxtentukan masmg-masmg dengan
- memperhatikan siluasi nyata perkembangan kota dan proyeksi kcbutuhan akan tanah dan'
mmah pada sehap kota yang akan mengembangkan KAS]BA ' L '

; Faktor-faktor benkut sangat pcntlng guna memlllh smtem dan menetapkan ukurannya

L Kapasnas Pemermtah dalam Pemblayaan dan Pelaksanaan

Penyediaan prasarana pnmcr dan tanah unluk pembangunan bcrgantung pada beban o
pembiayaan dan pelaksanaan (khususnya dalam pembebasan tanah). Walaupun pencrapan - -

-+ sistem-1 dan 2 pada kawasan besar untuk kedua sistem akan ditujukan unluk memajukan dan’

“memfasilitasi proyek-proyek pengembangan swasta, Pada akhimya semua sangat terganlungr -
. pada kapasntas kemampuan pemblayaan dan pelaksanaan oleh Pemermtah : ‘

'Dalam hal ini, dengan menggunakan slstem pemullhan (cost recovery system), mengurangl :: :
_ bcban pcmblayaan dan langkah- langkah untuk memfasnhtam pembebasan tanah adalah" -
sangat utama dalam membangun KASIBA sepem yang akan dlbahas benkut LR o

2 Promosn dan Hambatan bagl blsnls Real Estate

’’’’’

pcmbangunan realestat semuanya secara simultan bisa salmg menghambat dengan sendlrmya' SR

dlantara mereka. Slstem yang memberl keumungan leblh bagl pengembang swasta dlantara_



“sistem-1 sampal dengan sistem-3, justru saling menghambat satu sama lain. Pada sistem-1,
tanpa prasarana dan tanpa tanah yang disediakan KASIBA, justru pengembang swasta dapat
mempunyai kebebasan untuk menangani pelaksanaan proyek realestat yang penting sesuai
dengan rencana induk KASIBA. Sementara Sistem-2 yang menyediakan prasarana primer,
sistem ini terkontrol dengan baik besaran maupun pemanfaatan tanah lebih pasti daripada
KASIBA master plan (sistem-1). Sistem-3 yang tanpa ada pembebasan tanah, justru memberi
beban besar bagi pcngcmbang swasta y‘mg mungkm sama besarnya pcndapatan dari bisnis

- real estate. o

Promosi d'm hambatan / keberatan pcngembang swasta realestat lnrus dlk'ul d'ihm
pclaksanaan nyata sesuai dengan sistem yang akan drajukan

3-2-3 Prmsm prmSIp KASIBA

Ada 3 pnns.lp unluk mewujudkan sistem pelaksanan KASIBA sebagalmana dlgambarkan
' ada gambar 3-2-5, secara gans besar sebagal berikut

7 Konsep Dasar - Memasyarakatkan sistem untuk menmgkalkan kepentingan
KASIBA S L e -+ ' umum dan kesejahteraan masyarakat

1.Sistem pemanfaatan pembangunan

_:- 3] Penggantion biaya bagi yang 2 Pembagian beban (biaya) dalam
A mempetolch manfaat | R pembangunan prasarana B
k l;-riﬁsip .priﬁs.i;.).sisieni 7‘ : ) I’t.an.ciplaa-n pasar yang 1. Sistem kompetisi lerbuka untuk
. - - - s "penyelengpara LISIBA oleh
: p.e_[aks.anaan KASIBA o kompelitif, pengembang swasla atau investor
Kon-u& petencanaan i;.;.ia. . | 1.Penggunaan lanah, bangunan
» tanah, dan pembangunan [ lingkungan dan sistem kontrol ",
: % layanan masyarakal R

Gambar 3-2 5 Konsep Dasar dan Prmsnp Penerapan Pengembangan KASIBA

l) Pemullhan Blaya oleh Pengguna unluk mendapatkan Kcuntungan Pembangunan
Kcuntungan yang dlperoleh darl pcmbangunan prasarana : ‘

_ Mekamsme prinsip ini akan dltetapkan dalam KAS]BA Plllhannya dltunjukkan pada
_ Gambar 3-2-6 berlkut

: 1 Mungkln akan sangat menank blla konlrol harga lanah dllakukan pada LIS]BA

e dengan atau sebelum pembangunan prasarana untuk mengurangl keuntungan yang

bésar dlperoleh oieh pemlllk tanah sebagal akibat pembangunan prasarana di
KASIBA. : : - - ‘

o 2 "Sesudah dan b:la harga tanah nalk scbagal aktbat tanpa adanya komro] langkah-
. langkah untuk mendapatkan manfaat pembangunan bagi pemilik tanah di LISIBA -
‘._'_l'_adalah dcngan menaikkan pajak tanah pajak khusus, pajak keuntungan pungutan
- khusus setlap pen}ualan tanah atau lamnya dani ml blasa juga dlterapkan dl negara-

_-(";negara lam ' - . el




Mcncibtakan manfaa

(Peningkatan nilai anah) —" Proses . : 'L.ang-kah-lang‘kah hlcﬁéép#tkat; manfaat

-%[ Stabilisasi harga tanah }
_ S{;S!.ldl-rhlr’lrll.‘gll.lnl-hn:lﬂ.( T R )
Peinbangunan Para pemilik | . _ _ .
Prasarana | tanah | Pendapatan KASIBA dari
- Utama - B * kenaikan harga tanah
KASIBA Pembebasan - L PR T R A
' tanah oleh Badan :
" Pengelofa (<] sebelum harga tanah naik .
KASIBA (BUMN) Pendapa(an yang Iangsung dapat
7 menutupl b[a}a pembangunan :
. Pembebasan - e e
* Tanaholeh éﬂ' N luran Pemban unan . ]é—
" Pengembang e —— - g_ -l R A
 Konsotidasi | -~ " _| Konstribusi tanah (tanah yang
" Tanah . . - dicadangkan untuk -
- = - pembangunan prasarana) .

Gambar 3-2-6 Pcrolchan Manfaat darl Hasnl Pembangunan :

.3. '/Mungkm cara prakhs sebelum harga tanah nalk sebelum prasarana dlbangun

: pembcbasan tanah harus sudah selesai dilakukan oleh Badan Pengelola KASIBA -

atau pengembang swasta “afau keduanya Pungutan pembangunan (devclopmcnt

S charge) dapat dihlmpun dari para pengembang swasta untuk menutupi biaya yang

. _rktclah dikeluarkan untuk prasarana oleh Badan pengelola KASIBA, sementara itu

_ proyek pembangunan melalui Konsohdasn Tanah oleh Badan Pengelola KAS]BA '_
o membcrnkan hasnl yang langsung menutupn blaya yang telah dlkeluarkan .

4. -Perolchan keuntungan dari mckanlsme pcmbangunan sebetulnya menjadi salu':
- dalam Konsolidasi Tanah berupa Kontnbusn Tanah. Walaupun demikian, proyck -
"_Konsohdas; ‘Tanah harus dllal\sanakan sebclum harga lanah naik atau paralel :
: dengan pembangunan prasarana utama KAS]BA Dengan kata lam manfaat dari .

S prasarana utama sudah dlmasukkan dalam keuntungan Konsohdasn Tanah pada N
MLIS]BA T PN . . I

b‘ Pembaglan Blaya unluk Pembangunan Prasarand antara Pemermtah dan Badan _ '; :
o PengelolaKASlBA B o

Jl’embangunan prasarana dalam KAS]BA dapat dlklaSIﬁka31kan kedalam 3 kategorl :' L.
~ prasarana nasional, propinsi, kabupaten / kota dimana Pemerintah Pusat dan Daerah
bcrtanggung jaWab datain Konstruksi ‘dan pemehharaan/operas1 2 Prasatana utama

o KASIBA yang dlperlukan uniuk mencetak LISIBA yang snap untuk dlbangun 3 Prasarana', h

B sekunder KASIBA scbagal prasarana hngkungan LIS[BA

Slstcm pembaglan blaya untuk pembangunan prasarana KASIBA harus drlengkapl sesuai
' dengan kcwajlban lembaga bersangkutan sebagal bankut : :




C.

Prasarana nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang melalui atau berada sekitar
KASIBA akan dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah, khususnya melalui program
pembangunan prasarana kota tcrpadu (P3IKT/IUEDP) yang sepenuhnya kewajlban
Pcmermtah

T anggung jaW'lb pembangunan prasarana utama KAS]BA adalah Badan Pengelola
KASIBA. Biaya prasarana utama dapat dibayar kembali oleh keuntungan yang

- didapat dari pcmbagunan LISIBA. Bila prasarana utama KASIBA berurusan

dengan prasarana nasional dan propinsi; adalah pantas jika ada pembaglan biaya -
antara Pemerintah dengan Badan pcngclola KASIBA.

Pembangunan pmsarana LISIBA adalah 1anggung _|awab / kewajlban pcngcmbang

LISIBA.

Pcmbaglan Blaya yang falr dan selmbang

o Pembaglan biaya antara LISIBA’ sebalknya falr dan senmbang yang d;tcntukan sesuai
dcngan kcuntungan yang dlperoleh masmg masmg LISIBA. : oo

2) Fkonoml Pasar

Proyek proyek KASIBA dlkelola dan dllaksanakan sesual prmSIp ekononu pasar

: Kompetm dan sistem terbuka akan dlbangun bagl keseﬂaan swasta (pengcmbang "
~dan mvestor) dalam penyelengara LISIBA-lebih spesifik, sistem tender terbuka

o | d;terapkan bagl pemegang 1_}m pembangunan LISIBA dan kontral\tor

_'Bahkan _]lka skema KASIBA dniaksanakan berdasarkan ekonoml pas*ar submdn .
- diberikan hanya bila ada pcnyertaan modal Pemermtah sepertl mlsalnya dalam .
: pcmbangunan rumah murah dan lainnya, dmsulkan unluk dllaksanakan oleh Badan

-_ -Pcngclola KASIBA dan BUMN (Perum) agar pengelolaan KAS]BA udak_
ljj_mendapalkan kesulltan keuangan o

| 3) Pengcndahan Percncanaan Kola (Clty Plannmg Conlrol)

: Pengendallan perencanaan kota akan secara fegas dltmgkatkan untuk sektor swasta melalui
pengembangan  LISIBA  dengan memperkenalkan peraturan- peraturan daerah tenlang

_penggunaan tanah, bangunan, fasilitas umum dan lalmlya scsual dengan ijin pembangunan B

'. yang dlbenkan sebagal penyelengga:a LISIBA



33 Vmasn Sistem Pelaksanaan I’engclolaan KASIBA
3-3- I Sls(cm Pelaksanaan untuk Pembangunan Kota

Ada 3 sistem alternatif pclaksanaan yang penerapannya akan dikaji untuk setiap
pembangunan kota skala besar. Antara lain bisa berupa “Land Readjustment (I/R), “Land
- Pooling” (L./P) dan pembangunan model realeslat biasa seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 3-3-1. KASIBA juga sebagai salah satu alternatif pembangunan kota skala besar yang
bisa juga dipahami scbagai sistem pengelolaan pembangunan kota skala besar dengan
menerapkan 3 sistem petaksanaan pada LISIBA. S

Perbedaan jelas antara sistem-sistem pe]aksanaan yang adalah tcrlelak pada pengclo]aan tanah
~dan snstem swadana (self ﬁnansmg)

- Secara Spesnﬁk didefinisikan sebagai berikut :

1. Hak properll tetap dllmdungl melalui pelaksanaan L/R dan LIP yang mana blsa hdak
menyatu (terlepas) dengan pembangunan realcstat yang ada (aklbat pbmbcbasan tanah).

2. Sumber utama untuk swadana adalah sumbangan lanah (land conlrlbutlon) melalui i/R.
dan L/P, scdangkan pendapatan dengan cara menjual propcrlt yang sudah dlbangun adalah
' penghasnlan utama bagl pembangumn realestat ' '

3. »Pcndapatan ulama dari KAS]BA kemungklnan adalah berupa pungutan darl pembangumn o
* = LISIBA (dalam bentuk pungutan, perpajakan dan lainnya). Boleh jadi ada tambahan
E ‘pendapatan dari mvestasn langsung LISIBA atau keikutsertaan dalam LIS]BA merupakan .

scbaglan pendapatan yang akan dlperoleh dalam pembangunan KASIBA ' '

T 4 hASlBA pada dasamya terdm atas 2 tahap, pertama adalah pembangunan KAS!BA dan : i
- kedua adalah pcmbangunan LISIBA. - ' :

Kedua 51slcm pelaksanaan yaitu LfR I fP dan realeslat dapal menjadl altematlf un{uk i
KASIBA sebagai pembangunan Kota skala besar, dan termasuk pcmbangunan LISIBA dalam
sistem pengelolaan pembangunan. Gambaran dasar dari altemahf tersebut secara garls besar '
perbedaan perbedaannya adalah sebagal berikut : : ;
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[“ELand Readjustment (L/R)” Konsolidasi Tanah (K/1)]

Tanah-tanah dikelola schinggpa bidang tanah yang ada langsung diatur letak (replotted) dalam
bentuk kaviing-kavling baru dan tidak ada keberatan dari para pemilik tanah di proyck 1L/R. Im
sangat berbeda dengan sistem “Pooling” yang menghimpun semua pemilikan tanah menjadi
wadah besar. Sejajar dengan pengelolaan tanah tersebut untuk prasarana uwtama dan cabang-
cabangnya dibangun untuk melayani kavling-kavling tersebut. Sumber utama pembiayaan /R
adalah sumbangan tanah dari para pemilik (kavling yang sudah matang dan kavling cadangan
Mreserved land” dijual untuk mengganti biaya yang tefab dikeluarkan).

|“Land Pooling” (L/P)” untuk Pengkaviingan)

Bidang-bidang tanah yang asli dikumpulkan dalam 1 blok yang selanjutnya diatur letak dalam
bentuk kavling-kavling baru. Bidang-bidang tanah yang asli (lama) dan yang baru dibuat
sedemikian rupa schingga hak dan nilainya paling tidak sama (sering kali nilai kavling baru im
lebih tinggi dari scbelumnya). Sumber pembiayaan L/P sama dengan L/R. Pengelola tanah dalam
i./P ini bisa dimungkinkan bila sistem penguasaannya dikelola oleh BPN yaitu hak tanahnya
dilepaskan kepada Pemerintah dan selanjutnya haknya diterima dalam bentuk kavling baru.

{“Land Pooling (L/1")” untuk Pengembangan Lingkungan/Block|

Bidang-bidang tanah dan hak atas tanah dihimpun dalam 1 blok yang selanjuinya dibangun
menjadi struktur lingkungan (block) tanpa pengkavlingan. Hak atas tanah dilepaskan kepada
organisasi pembangunan (pengembang) dalam bentuk sckuritas, bond atau bentuk lainnya. Hak
pemilikan properti yang dikembangkan (dibangun) sama dengan nilai obligasi yang telah
diterbitkan. Penghasilan yang dipakai untuk menutup biaya diambil dari penjualan atau
pemakaian atas tanah-tanah yang telah disiapkan untuk dibangun.

[Pembangunan Real estat - Pengkavlingan dengan Rumah]

Sistem ini sebuah transaksi tanah yang biasa untuk pembangunan realestat. Bidang-bidang tanah
dihimpun melalui cara pecmbebasan tanah. Sesudah tanah dan prasarana dibangun dan tanah-
tanah dikonsolidasikan untuk dijual. Penghasilan untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan
dan keuntungannya didapat dari penjualan kavling beserta bangunan rumahnya.

[Pembangunan Realestat - Pengembangan Kawasan|

Sama dengan yang diatas hanya bentuknya berupa tanah matang yang nantinya dijual untuk
dibangun rumah/bangunan. Penghasilan didapat dari penjualan tanah-tanah matang tersebut. Di
Indonesia, swasta tidak diijinkan untuk menjual (bisnis) tanah tanpa rumah / bangunan.

3-3-2  Sistem Pelaksanaan KASIBA

Sistem pembangunan kota dengan pengelolaan KASIBA sistemi-1 sampai dengan 3, yaitu
klastfikasi yang telah diterapkan pada bagian ini, diperdalam lagi seperti yang dapat disimak
dalam Gambar 3-3-2 berikut.

Sistem pembangunan kota bervariasi tergantung pada lingkup pengelolaan KASIBA, dan sistem
utama dalam pelaksanaannya menyangkut : 1) Pembebasan tanah dan 2} keterlibatan Pemilik
Tanah (Konsolidasi Tanah/[L.P atau kemitraan).

Gambar 3-3-2 sccara ringkas ditunjukkan pada tabel 3-3-1.



'abel 3-3-1 Van‘iasi Sistem fengcrllbangé'il i’éngeloiaan KASIBA

KASIBA Variasi Sistem Perencanaan Pembangunan Prassrana Manajemen : Bangunan
sistem Pengembangan .. - kawasan : Primer dan Sekunder Tanzh Tanah
System-3 o ' :Pembanguasn Péasirang - I
: 1. Prasarana Ulama + : B ;
; Tanah :'(Igﬁ;r d!l{Sd\uﬂdcholth .Tlmb Olt BPK Pengembang
System-2 . : - 'Pcmbungunau Pussrnua R i
" 2. Prasarana Utsma + K/T KT Pemilik Tanah |
3. [l:(?;]’i:’g“’;um.‘m +Land “Land jpooling“ Pe_mili.lf Tanah
) . Pembelizn E :
4':::5:;?;::"5 mat tanah oleh Pengembang
: & B pengembang : :
System-§ C L ‘¥ Peinbangunan Prasarana ’ Pembelian R =
B 5. Variasi 4 (Pengembang) Primer dan Sekunder olch tanah olch Pengembang 1
: o Lk pengembang pengembang : : |
BT P Pembangunan Prasarana : o =
6. Variasi 2 &y S Primer dfm Sckunder oleh I‘cmllik. 'I‘apah ;
. - L. . Pengembang !
Sistem . S : i
Kombinast | 7-Kombioasi [dané - gan Pemifik 1
Prasarana Primer dan Sﬂ.under Jarmgan Prasarana L!ng'kungan aner d-a;S?k“urEler .
_KASIBA Slstem-3

'(l) KAbIBA dengan membebaskan tanah dan membangun prasarana menjadl LISIBA

Slstem ini adalah sistem dasar dan KAS]BA sebagalmana dimaksud oleh UU No. 4/1992
Bcrkenaan ‘dengan UU, hal ini dlterjemahkan bahwa pengembang swasta (mvestor) dnmdaug
; unluk membangun LISIBA dimana tanah dan prasarana lingkungan primer serta sekunder sudah
 disiapkan. Pengelolaan KASIBA termasuk beberapa kegiatan antara lam pembebasan tanah

pembangunan prasarana pengawasm dan koordmam pelaksanaan I ISIBA.

' KASIBA Slstcm-Z

Prasarana ]mgkungan primer dlslapkan olch Badan Pcngelola KAS]BA semenlara lanahnya .
" tanggung jawab penyelenggara LIS!BA Berlkut ini ada 3 srstem pelaksanaan yang dlusulk'm

untuk dlterapkan yaltu

SR




Tabel 3-3-1 Variasi Sistem Peagembangan Pengelolaan KASIBA

g e N -

KASIDA Variasi Sistem Perencanaan Pembangunan Prasarana Manajemen Bangunan !

sistem Pengembangan kawasan Primer dan Sehunder Tanah Tanah ]

SO (R P - S

Srstem-3 | prasarana Utama » Percicanaan :::?;Ri"g::;:&r:;::z';:h Pembelian P \ |

Tanah Kawssan KMB Tanaholeh BpK | © CHECMMARE :

S SR v l

System-2 Perencanaan Pembangupan Prasarana |

2. Prasarana Utama + KT | Kawasan Primer dan Sckunder oleh R/T Pemilik Tanab |

L T KMB o 1

FPembangunan Prasarans ’ S 1

3. Prasarana Utama + Land | Perencanaan . “ N~ T |

Peoling Kawasan Primer dan Sekunder oleh Land pooling Pemilik Yanah

. . KMD e

i Prasaranz Utama + Perencanaan Pembangungn Prasarana Pembelian :

’ Pengeniban Kawasan Primer dan Sekunder oleh tanah olch Pengembang 1

_____ - - B . KMB peagembang .

System-| Perencanain Pembangunan Prasarana Pembelian :

5. Variasi 4 (Pengembang) | Kawasan Primer dan Schunder oleh fanah elch Pengembang 1

_ pengembang _ | peegembang 1

Pereacanazn Pembangunan Prasarana :

6. Variasi 2 (K/T} Kawasan Primer dan Sekunder oleh KT Pemilik Tanah

P N e S Kfl —— B - I

Pembangunan Prasarana Pengembany I

Sistent Pérencanzan P ) . o I
ombinasi . rimer dan Sekunder oleh K71 dan Pemilik

“I_\"mnhinasi T kO"‘b‘_’ff' 1dané Kawasan N er . .'.“__"“_I’_..__.,....:

¥ I
Lingkup KASIBA Lingkup I.ISIB.\J'

Prasarana Primter dan Sckuader : Jaringan Prasarana Lingkungan Primer dan Sehvader
4 RRURE;

KASIBA Sistem-3

(1) KASIBA dengan membebaskan tanah dan membangun prasarana menjadi LISIBA.

Sistem imi adalah sistem dasar dari KASIBA sebagaimana dimaksud oleh UU No.4/1992.
Berkenaan dengan UU, hal ini diterjemahkan bahwa pengembang swasta (investor) diundang
untuk membangun LISIBA dimana tanah dan prasarana lingkungan primer serta sckunder sudah
disiapkan. Pengelolaan KASIBA termasuk beberapa kegiatan antara lain pembebasan tanah.
pembangunan prasarana, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan LISIBA.

KASIBA Sistem-2

Prasarana lingkungan primer disiapkan oleh Badan Pengelola KASIBA scmentara tanahnya
tanggung jawab penyclenggara LISIBA. Berikut ini ada 3 sistem pelaksanaan yang diusutkan
untuk diterapkan yaitu :
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(2) Konsolidasi Tanah.

Sistem i ml dnnasukkan dalam UU No. 4/ 1992 scbagai pengganti pcmbcbasan tanah olch B'uian
Pengelola KASIBA. Sistem Konsolidasi Tanah ditawarkan sebagai antisipasi bahwa pelaksana
_proyek akan menghadapi kesulitan dan persoalan dalam pembebasan tanah sebagaimana
pengalaman dari proyek-proyek pembangunan masa lalu seperti pembangunan realestate yang
juga dialami oleh proyek pembangunan perumahan oleh Perumnas. Kcsuhhnﬂail persoalan
~ kadang-kadang menjadi ancaman nyata bagi kclangsungan pcmblayaan proyek seb'iganmm
dlbahas pada baglan ana1131s kcuangan o

‘ alam_ kasus proyck pcmbangunan realestat, dengan dimilikinya ijin lokasi, pengembang
- " realestat diberikan semacam “hak istimewa” untuk membeli tanah dan membangunnya atas -

) perselujuan BPN. Boleh jadi badan Pengelola KASIBA akan menerima hal yang sama seperti

“ ijin lokasi. Namun demikian dilaporkan bahwa kendati pengembang realestat sudah memiliki ijin
i lokast, tetap saja para pengembang tetap mendapat kesulitan dan persoalan dalam pembebasan
tanah. Oleh karena itu sehubungan dengan KASIBA agar menjadi cfektif dan lancar, Badan
~ Pengelola KASIBA harus diberikan “Hak Istimewa” yang lebih kuat untuk membebaskan tanah
“atau (kalau memungklnkan hak pengambll ahhan) atau pelepasan hak atas tanah darl para
pemllik tanah. -

(3) Kemltraan dengan Para PemlhkTanah

Selain Konsolldam Tanah yang dilakukan oleh para pemlhk tanah sebagalmana dinyatakan
scbelumnya  kemitraan dcngan - Badan = Pengelola  KASIBA = atau  dengan
5 pengembang/penyeienggara L]SIBA “adalah satu kemungkinan untuk menangam masalah

pertanahan dari masing-masing vatiasi (3) dan (4). Dalam skema kermitraan, para pemilik tanah
_secara_bersama-sama mempercayakan kepada Badan Pengelola LISIBA untuk memanfaatkan -
L dan mengembangkan tanahnya dengan pamrih setelah dllaksanakan proyek KAS]BA

. "i”(4) Pembangunan Realestat

~ Dalam keterlibatan scktor swasta para pengembang realestat dlundang da!am penyelenggaraan
- LISIBA termasuk membcbaskan tanah, sesudah ifu dibangun prasarana utama oleh Badan -
- Pengelola KASIBA, sebagalmana pembangunan realestat yang biasa dilakukan oleh

~ pengembang dengan ijin lokasinya. Variasi (4) ini d:terapkan pada KASIBA yang ditetapkan,

tcrmasuk pembangunan rcalcstat dcngan 1Jm lokasx sepertl yang telah dlsampalkan sebelumnya

" KASIBA Sistem-1

: maupun peIaksanaan LIR

4(5) Modlfikasi darl (4)

Modifikasi sistem yang dlsebut diatas berdasarkan kemampuan ﬁnansnal Badan Pengc[ola. '

. KASIBA dan berainya beban ker_la agar KASIBA dapat berjalan lancar. Pembangunan realestate
... © atau variasi (4), dan L/R atau variasi (2) dlperkenankan untuk’ memperluas kegiatannya menjadl A

- LISIBA-LISIBA. Dengan demikian KASIBA akan terdiri atas beberapa LISIBA yang
S dlselenggarakan melatui 31stem realestat dan L/R serta bcberapa prasarana utama yang dibangun

" pada kawasan pengembaulgan Dalam berbagal variasi, tugas utama Badan Pengelola KASIBA
. adalah bagalmana mempromosrkan memomtor mengawasn dan memandu pelaksanaan realestat -

rPengembang swasta diundang untuk membangun KASIBA termasuk prasarana lmgkungan' B
L ﬁfpnmer sepem prasaranalmgkungan sckundcr dl LISIBA scsual dengan Rencana lnduk KASIBA o




(6) Modifikasi dari (2)

KASIBA dlbagi kedalam bcbcrapa distrik yang akan dlkembangkan Secara KonsolldaSI T‘mah
(L/R) sesuai Rencana Induk KASIBA, termasuk prasarana lmgkungan pnmcr dan sckunder Jadi
prasaranan dlbangun mclalm Konsolldam tanah (LIR)

) Kombmasn dan (1) dan @)

Usulan terakhir ’ld’lldh kombinasi variasi (l)+(6) Pcmbebasan lanah FL/R Bldang-bldang tanah
yang akan dijual oleh pemiliknya, dibeli terlebih dahulu oleh Badan Pcngelola KASIBA atau
Perumnas tanpa ada pengambilalihan hak. Bersamaan dengan pembehan tanah, 1/R dapat
dilaksanakan, termasuk tanah-tanah yang diperjual belikan ataupun yang tidak diperjual belikan
" di KASIBA schingga prasarana utama dapat dlbangun melalui L/R dan tanah-tanah yang telah
_dibebaskan oleh Badan Pengelota KASIBA atau Perumnas diatur-letak atau dikonsolidasikan
. dalam LISIBA dan pad’t akhirnya LISIBA dapat diwujudkan. Hal ini dlrancang untuk menutupi
: kekurangan dalam pembebasan tanah serta sekaligus untuk mcmpcrkuat pcmullhan bnya dalam
. pcmbangumn prasarana melalui pencrapm LIR L e

"::'Dapat dlkatakan bahwa semua snstcm vanasn KAS]BA sepcrtl yang tehh dlbfahas dlatas
termasuk berbagai modlﬁkasmya akan sang'it penting bahwa KASIBA sebenamya fleksibel dan‘
. rcsponSIf umuk berbagai variasi sesuai dcngan kebuluhan dan kond151 setcmpat '

_ | 1-3-3 Penerapan Kasus kasus variasn KASIBA

':.:Bcberapa peuerapan pl’aklls kasus kasus variasi SIslem KASIBA sehubungan dengan s:luasn.
pembangunan kola dl !ndonesm dapat dlsnmk dan duelaskan pada Tabel 3-3-2. '

Secara spcmﬁk variasi KAS]BA akan dlrancang lebih prakhs untuk berbagal kendala yang akan

- terjadi dalam pembangunan kota sehubungan dengan ijin lokasi, asct bank dan properti yang

~ telah diambii alih olch BPPN (Badan Penychatan Perbankan Nasional) dan ‘meningkatnya
“kesulitan dalam pcmbehau ‘tanah aklbat semakm sadamya hak- hak pemlllk tanah pada cra
_ ‘rcformasn sekarang ini. S - e . NP R :

'I‘abcl 3 3-2 Vanasn calon Kawasan untuk KAS!BA

Variasi KASIBA <~

Variasi X-1 .. 0.,
Prasarana dan fanah -

Catatan .

Ka\\asan)angdlkembangkan S _ o
Pekn.lmnas,BPPN‘ PR

- B:dang tanah dalam luasan besar telah dlpemleh!dlmlllkl .
Pemerintah di lokasi yang balk dan prospekhf untuk - :
berkembang.

- Sebagian besar pemlllk tanah S&h.ljl.l unluk memual S
tanahnya = . S

Vanast X2 .

‘Konsolidasi Tanah . -

Pada suatu LISIBA dlmana sebagnan besar para pemlllk tanah
tidak setuju untuk menjual tanahnya. o .

_B[',N EER R

Modifikasi X-4

ada rencana untuk dtalur kembali atau dlsalukan dengan kota
baru (didekalnya)

Variasi X-3 Para peniilik tanah sebagian besar setuju untuk - | Assosiasi Pemilik tanah -
“Land Pooling” mengkonsolidasi tanzhnya melalui “Land Pooling” =~ " Foe R T

Variasi X-4 - Pada kawasan yang ada (sudah dibebaskan) dan sudah Swasta ~ . ThoaTs

Pembangunan Real .. | memitiki ijin lokasi tetapi pembangunannya “mandeg” ka:ena P

estat . tidak ada prasarana (memeriukan mmallf untuk dgadlkan L

kawasan promosi pembangunan kota) - 2 ‘ ST

Variasi X-5 Pada kawasan yang ada dan sudah memlhkl ijin lokaSI, tetapl Swas!a SRR

Variasi X-6 ..

Modifikasi X~2 T

Pada kawasan yang sudah d1bangun sebaglan dan ada md1kaS|

sulit uituk dibebaskan lebih lanjuf "~

Jal:asnh (BPN)

Variasi X-7-

Kombmam X I dan 6 :

*| Pada kawasan yang sudah dibebaskan tetapi berupa kantong- :

kantong {luasan-luasan) tersebar dan ada rencana untuk

PamngPanjang Y
(P_crqmna;, BPN)

disatukan dengan kawasan lain menjadi kawasan (kota) bafu.




3-4  Rencana Perbaikan Sistem KAS]BA

3-4-1  Struktur dan Komponen Dasar Sistem KASIBA

Struktur dan komponcn dasqr dltunjukkan p'lda gambar 3-4-1 dan garis besarnya scbagai berikut:

1. KASIBA S|stem I sampat dcngan 3 akan dll]lalll‘lpkall sebagai sistem KASIBA schingga
masmg-masmg dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kccocokannya dengan memilih
7 variasi yang telah diuraikan diatas. - : -

2. KASIBA terdiri alas komponcn komponen mama berlkut
Persciujuan Pemerintah dan pembentukan konsensus
Pengelolaan tanah

Sistem pembiayaan S

ljin Pembangunan dan SIstcm pengawas'm 1 ISIBA
Slsum Orgqmsas; : : : :

bl ol

Pengendalian
Pengembangan LISIBA

o Pengembang
“—>usmBa )

1. Pengcsahan Landasan -

Hukum . . el
: . Per_nili_k_
SN Tanah

" (PEMDA -}

AR o/ Pengguna ™
iMaS?’ arakat # > { Rumah/Bangunan =}
g E . : S

 LISIBA“ .

5. Sistem Organisasi =

Rencana . Reacanainduk |- Rencana Detil 1. Lepalisasi Rencana-
AT Indok - KASIBA - KASIBA I eencana KASIBA
. Legalisasi - KASIBA - ; — - : .
. KASIBA P
oot
Wi VAR R g
Pembar-  Pembargunan N 4 .g
gunan Prasarana_ g =
Prasarana i E
- Pelaksanaan o7 Ny 2. Land Managemenl - E ¢
T SV Pembebas. . £
S : an Tanah =~ g
S i Pembange- Pembangunan’ Pembangunan . 3 IS)iSlﬁ"i‘nd il’ff_ijif_"é‘!?
T Pl nan . - LISIBA - LISIBA ~ &, an Peagendalian . *. -
.~ Pengelolaan S| sisa aIBA FBA .
.. Pengembangan |

' Gambar 3-4-1 Sister Dasar Pelaksanaan KASIBA




3-4-2 Persctujuan Pemerintah dan Pembentukan Konscensus

(1) Pendekatan Perencanaan Kota

* Badan Pengelola KASIBA adalah bértujuan untuk iclaksanakan proyck KASIBA untuk
Pemda sesuai dengan kawasan otonommya Dalam perselujuan proyek KASIBA ditetapkan
~ untuk dilaksanakan. L - : .

Perencanaan dan pembangunan kota mempunyai 2 tmgkatan sistem persetu_]uan Pemermtah
yaitu persetujuan tentang rencana pembangunan dan pcrselujuan Scbagal proyek yang
dilaksanakan, sistem Jepang digambarkan Sebagal benkut : .

Sistem Indonesia

Peraturan Perencanaan Kota
- |Kaidah Perencanaan Kota : wewenang pembangunan kota : R
diwujudkan dalam Dinas Perencanaan YU Penatasn Ruang
_ ' ~/Tata Kota = ' o
Bualum_l’_dm;tm&mk - R
Kaidah Land Read]usmemﬂ(onsohdasiTanah Ke“enangan s
' melaksanakan pm)ek KonsohdasnTanah G C
* [PP tentang KASIBA

Kaldah Pembangunan Kawasan Perumahan Baru ke“ enangan
' nlelaksanakan proyek pembangunan :

(;ambar 3 4-2 Sistem Dua tmgkat Persetujuan Pemermtah dalam Perencanaa Kota o
: ! : ' dl Jepang f : :

chcana pembanguuan d]SCllljlll oleh Pcmermtah sepanjang sesuai dengan UU tentang Rencana
.Kola dan rencana pelaksanaannya dlSClleUl separuang sesuai dengan UU temang Pehksanaan
Proyek S _ _ o :

Sementara itu beberapa kntena yang dlpakal adalah kepentmgan masyarakat dan kesejahteraan
sosial, sesuai dengan rencana kota dan rencana program; dan sclain itu diikuti olch kclayakan :
pelaksanaan pencnmaan masyarakat pembalasan hak dan kepentmgan individu. '

......

" KASIBA dan Konsolidasi Tanah sebagal baglan dari chcana Kota Juga berartl keduanya':
dlsahkan sesuai dcngan chcana Kota yang efeknya sebagal benkut -

Ty

fs s e ®

* |Pengkajian Rencana| . Persefujuan Rencana s n ] Fengutaman paca

Pembangwnan - | | - Pembangunan

' 'Iujuan akhlr Rencana Kota atau tata ruang adalah untuk mc\vujudkan kepentlngan masyarakat o
dan memajukan kesejahteraan sosial. KASIBA dan L/R diartikan dalam Rencana Tata Ruang

) sebagal pe]aksanaan tata ruang untuk kcpcntmgan masyarakal melalm pemngkatan lmgkungan :'_ R




kehidupan di kawasan Kota. Pada premis ini KASIBA dan Lm dijinkan untuk dilaksanakan
- dengan ketetapan hukum bahwasanya kepentingan masyarakat lebih dikedepankan daripada
~ kepentingan individu (khususnya hak pemilik tanah) KASIBA dan I/R perlu kekuatan paksa
untuk melaksanakan agar cfektif dan efisien dalam mencapai kepentingan masyarakat melalui
- perbaikan lingkungan kehidupan. Untuk itu prosedur rencana kota yang harus disetujui melalui
~ oforitas administrasi dacrah merupakan hal yang utama.

Pada kawasan yang sccara khusus akan dibangun scbagai KASIBA dan L/R sesuai dengan
rencana tata ruang harus dikembangkan dalam jangka wakiu tertentu dalam rangka menyediakan
tanah yang layak bagi layanan umum dan lingkungan. Untuk itulah pelaksanaan proyck-proyck
. KASIBA dan /R menjadi tugas da kcwmban pemerintah sebagaimana dimandatkan olch rakyat.
Sifat umum KASIBA dan L/R akan membawa implikasi bahwa peiaksanaannya berdasarkan
hukum dan kcpcrcayam rakyat

'Mckamsme_Bglakaan&aqummIma_Ruang

Inklusi (mclusmn) perencanaan tata ruang dlmaksudkan sebagal faSIlltas pclaksanaan proyek
- KASIBA dan L/R seperli yang telah diuji sebagal proyek pcmbangunan dari perencanaan tata

raang. Ini pada gilirannya akan mcnghasﬂkan koordmas1 yang balk sebagal proyek ,
: pembangunan perencanaan tata ruang S L . :

'Walaupun demikian nilai tcrbcsar yang dldapatkan darl inklusi adalah menmgkatnya kapasntas_
- pelaksanaan perencanaan kota di Indonesia karena KASIBA dan L/R dapat menjadi cara
¢ menerapkan rencana kota. Kendati kawasan kota dtrencanakan sesuai dengan rencana tata ruang,
Pemerintah tidak mempunyai cara langsung maupun sistem untuk 'melaksanakan rencana
. peribangunan kota kecuali hanya keterpaksaan mengawasi jalannya pengembangan penggunaan
~ tanah. Biasanya perencanaan kota diwujudkan sebagai kombinasi langkah-langkah pengawasan
- dan pelaksanaan seperi dntunjukkan Gambar 3-4-3. Da]am hal ini KAS]BA dan L/R dlharapkan :
-"dapat mcmpcrkuat perencanaan ruang dl Indonesm :

N Proyck proyek KASIBA dan KIT harus secara hat; hato dlll_]l dan sudut pandang perencanaan'
kota, kepenlmgan masyarakat dan kesejahteraan somal dalam proses perumusan rcncana tata
ruang. : . S .

~ Sistem Perencanaan Kota

Langkahllangkah REREY : Langkah Iangk!\h Pelaksanaan
Pengmasan N e AR Pr%ck :

: Pengawasa.nijin-ijin © Langkah-langkah -

T u, a_.. 7 ! e ‘_-'4 A
Pengawasan Penggunaan . Pembangunan - Pembangunan Prasarana

Tanah Bangunan (sesvai S T pengembangan kawasan
" perda Bangunany | | °“3a““]5.:"mf;f)’“a‘a"3*’“ o (PKD T ] |7, Pembebasan Tanah)

KASIBA

Gambar 3 4 3 Kombmasl langkah langkah Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek




K Pencntuan bcbcrap'l kawasan untuk pcmbangunan Kota scpertl KASIBA dan K/T adalah untuk
memperkuat wewenang bagi kelompok tertentu seperti para pemilik tanah yang akan dikurangi
kepentingannya. Olch karena itu proyek-proyck semacam diatas harus benar-benar divji
* bentuknya dari sudut pandang kepentingan masyarakat dan secara demokratis disctujui olch
Pemerintah. Prosedur perencanaan kota adalah scbuah mekanisme untuk meyakinkan berbagai
persyaratan ini. Sekali secara demokratls dlsepakatl, proyek proyck harus diberikan wewenang
untuk melal\sanakannya : L - — -

(2) Alternatif Persetujﬁairi Peniérintsh ll'l.lfll‘l.( ‘P'cngcsahé‘l-lr' |

" Berdasarkan pembahasan dlatas 2 altennl]f untuk memberikan wcwemng KAS]BA mclaluy
] pengcsahau sebagai berlkut . ' : ‘

Dua lmgkatan Perselujuan Pemerintah (Rencana l"ua Ruang dan Uu tentang KA‘;IBA)

Pcrsetluuan chcana Tata Ruang termasuk Rencana Induk KASIBA dan selanjulnya
perselujuan pehksanaan rencana KASIBA berdasarkan UU dan PP tcntang KASIBA

" Scbag’u dltunjukkan dalam Gambar 3 4. 4 lentang prosedur tekms pchCllljllan Pcmermtah
_ tencana tata ruang tcrmasuk rcncana KASIBA harus pula dISClu_}UI oleh Pcmermtah '

"Benkmnya studi kelayakan dan penelaahan yang teliti mengenal pembangunan kola yang

 prioritas berupa KASIBA akan dllaku}'an dan dukutl dcng’m pcrumusan rencana pelaksanaan
. KASIBA ' : '
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* b. Ketika KASIBA dan K/T diperlukan untuk kawasan-kawasan tertentu setelah rencana tata
ruang sudah disahkan, rencana tata ruang perlu ada amandemen untuk menambahkan
proyek-proyek tersebut diatas.

Persetujuan Pemerintah berlandaskan UU tentang KASIBA

Pcrsctujuan atas rencana dan pelaksanaau pembangunan KAS]BA berlandaskan UU
dan PP tenfang KASIBA. : : :

_ Sebagaimana yang diluhjukkéh pada gambaf 3-4-5 me'ngenai-proéedur teknis untuk persetujuan
- Pemerintah berlandaskan UU tcnlang KASIBA pcmbangumu KASIBA dlsetluui berdasarkan

':__UU tentang KAS]BA _
_ Dalam hal ini ada 2 alternatif yaltu :
Berdasarkan Rencana Induk

- Bcrdasarkan Proyek

Sistem y yang ‘berdasarkan Rencana ]nduk adalah unluk menetapkan perseiuluan atas Rencana dan
. pelaksanaan KASIBA sedangkan yang berdasarkan proyck adalah Rencana pclaksanaaunya s_aja.

- QU NG.241953 teatang Peoataan Ruang 5
- Kolg -.: - . Rencans Tala ruang Wilayah Kola/Kanbupaten (RTRWEK)
_ _ (Tteacsna Zoalng 1:50,600;Rencanz Pengguoaxn Tanah 1:25,000)

Renﬂmﬁ Tala rusng Knwasan Kecpmnlln (RTRK

; ||<|:CAMAT'AN l : e | Keamatan) o

Program Fémbangeosn Rennm peaggunasa
Prasurans Kols } Tanah
| terpade (PIKT} | oo UUPadas Kawzs N
. Orlmusi Pro)ek \ . -.'7 H g B ;- Reacsna Peatthapan Pengembangsa Kota i
P - (Perlode 10 takun meadatang) - - H
. T i Or!cnhgl Kap.mlas Prnblayaan. Pasaran Tanah dan perumahan, Pola Pcﬂumbuhan Ko(a,'
C Fleksibel dalam Rencana o w_Erevek Pevbagunan 2 l-en_s-ka.h.!aﬂﬁ‘s&‘\Js's‘(_saﬂ.mln}s'_réafseﬂén.k.osa-_-
" pelaksanaan UU . Induk - : .
No.4/4991 dan PP ¥ e . - R
"1 No. 80/1999 i 1. Pengesahan rencaria Induk KAS:EA s I
§ T T T USTUDIE KELAVAKAN | - .}
1 R - 2 [
H
i " KASIBA Prioritas :
H : Pengkajlan sehsama 3 : .
: (L!anAJemen Penguasaan dan Penggunaan Tanah) !
. G Gt S
_P_erumusin I_leqta_n-a l_’da‘gnnnu KASIBA .
. i Siapdisabkan .7 \I,
-"_'"I "' Pengesahan Rencans Pelaksanian KASIBA J :

) lr - rmumunpm,ekmsmA - ||

Gambar 3 4-5 Prosedur Tekms Pemermtahan dalam Pengesahan KASIBA

Kesnnpulan yang dapat duekomendamkan adalah _
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Amandemen ini diharapkan dapat menjamin kepcnlihgati masyarakat dan keadilan sosial dalam
pelaksanaan proyek KASIBA, lebih mudah diterima masyarakat dan mcmasyarakat

3-4-3 l’cngelolaan l‘anah

Pengelolaan lanah adalah saiu faktor yang penlmg bagl suksesnya pelaksanaan KASIBA sepem

yang pernah ditunjukkan penerapan KASIBA Dnyorejo dan model proyck—proyck pcmbangunan
di Indonesia masa lalu.

Perbaikan pengelolaan tanah untuk KASIBA dimaksudkan menyangkut 3 bldang H'mp dlcatat
bahwa perbaikan bidang-bidang ini dlperlukan tidak hanya unluk KAS[BA tetap1 untuk
pcrkcmbangan masyarakat Indonesia. ST , R

(1) Pembebasm tanah melalui jual bell :

: l) chajamn jll‘ll bch tanah Kormte (Pamua) Fvalua51 N11a1 Tanah

‘ ]mhh sebctulnya dasar pcngelolaan lanah snstem KAS!BA dalam SIStem pasar bebas Walaupun
demikian, tidaklah mudah dilakukan secara mulus sebagaimana dlh'irapkan terutama sangat
tergantung pada kemauan pemilik tanah untuk menjual tanahnya Hal ini perlu diantisipasi

" karena akan semakin suht dllakukan pada era reformasn sepem yang telah dnbahas pada Bab-2.

_Dllaporkan bahwa pcnyimpangan kcglatan Jual bch menycbabkan kelldakslabllan harga lanah |
dan spekulasi antara pemilik tanah dan pengembangan sehingga pemilik tanah merasa dlrugzkan '
Jadi akan semakin sulit _|ual bell tanah dllakukan pada era demokrasi dan reformasi.’

Dalam rangka memfasilitasi transaksn tanah untuk pembangunan kota adalah sangat
berarti/penting untuk menciptakan kewajaran sistem pasaran tanah dan mekanisme yang baku
~ dan transparan di Indoncsia. Satu faktor kunci untuk memperbaiki kegtatan pembebasan tanah
- adalah mencnplakan sebuah sasaran bagaimana mekamsme evaluasi untuk memperlancar

negosiasi menyangkut harga tanah yang tldak ada yang dlkalahkan 'dan hdak ada yang'
dnnenangkan dalam jual beli tanah. : ; . . L

Dalam kaitan ini dlrckomenda‘:lkan untuk membentuk Konutc Evalu351 Tanah atau lembaga
untuk Badan Pengelola KASIBA yang mampu mengujl sebuah sasaran secara akademis
mengenal meloda nilai tanah yang kedudukqnnya netral antara pcmbch tanah dan pcnjual tanah.

2) Menmplakan Kesempatan Pamsmasn dalam Proyek KASIBA

Pemilik tanah yang scgan melepaskan tanahnya diundang untuk berpartlmpaSI daiam proyck :
KASIBA melalui sistem scbagal benkut SRR B

Pan131p351 dalam KASIBA - o :
FL Penyerlaan investasi sebagal ekultas bcrupa tanah dalam KASIBA
2. Bermitra dengan Badan Pengelola KAS!BA S

. 3) Langkah langkah Pcndukung dalam Pembebasan Tanah ; -

L Beberapa cara dukungan perlu dllakukan untuk tanah tanah yang tldak mau dlbebaskan mclalm |
jual beli biasa seperti yag dikemukakan diatas. Berikut ini ada cara-cara praktls 'yang biasa

~dilakukan di Indonesia. Dlrekomendas1kan bahwa mereka dlajak untuk blsa memban(u
pembebasan tanah. s



. Substitusi Penyediaan Tanah
1. Pertukaran tanah (land exchange)
2. Relokasi (di dalam dan didalam KASIBA)

Dalam rangka memfasilitasi pembebasan tanah, langkah-langkah untuk mcndukung perbaikan
kehidupan pemilik tanah diperlukan hal-hal scbagai berikut : : :

: Deng‘m perbaikan kehldupan
1. Konsultam untuk pemugaran

2. Penempatan tenaga kerja (mencnptfikan kcsempatan kerja d1 KAS]BA)
3. - Pelatihan/ Kursus : :

(2) | Pélﬁbcbasah Tanéﬁ l':ﬁclal'uiﬂ Kétérlibaﬁh -P-enlleri.niah '

- Bukanlah ide y{mg' tidak biasa bahwa hak kemilikan bisa dibatasi untuk iﬁiinf'lat-hﬁisyarakai
~ banyak sepanjang kerugian yang diderita seminimal mungkin. Pembangunan bagi fasilitas urnum
*adalah kasus yang biasa, Ijin lokasi adalah cara keterlibatan pemerintah secara hukum untuk

o mcmenuhl manfaat masyarakat melalul pcnyedlaan pcrumahan untuk masyarakat

Pengcmbang dengan ijin lokasi yang dm’nhkl mempunyai hak 1sllmewa dalam membangun dan
~ membeli hak tanah. Pemilik tanah dldcsak sedemikian rupa sehmgga tidak dapat menjual kepada

‘pihak lain kecuali kepada pengembang yang ditunjuk. Sekarang mstrumen hukum ml tidak
" berlaku lagl setelah ada perubahan deregulasn dan pemermlah

" Banyak alasan yang digunakan untuk membuat dercgulasn Monopollstlk bagl pengcmbang dan -
i berkeadllan bagl pemilik tanah. RS : : : o

. Agar aman, KASIBA memerlukan keterhbatan pcmermtah dalam pcmbcbasan tanah untuk
mendayagunakan pelaksanaan proyek. Kekuatan memaksa ini diberikan kepada Badan Pengelola
KASIBA dengan berlandaskan pada manfaat!kepentmgan masyarakat sepertl yang ingin dlcapal '

~dalam pembangunan KASIBA. . .

o Proyck KAS]BA tetap memperoleh (anah melalun jual beh bebas sepertl dlkemukakan tadi.
" Pemaksaan dilakukan hanya pada tanah-tanah yang tidak bisa diperoleh dan tidak ada kemauan

- pemlhk tanah untuk menjual bagl tUJuan tercapamya kepemmgan masyarakat melatui KASIBA.

Berdasarkan bahasan diatas, keterfibatan Pemermtah atau dukungan akan memerlukan landasan
hukum sejauh mana tingkat pemaksaan yang ‘akan dllakukan L :

1. Keterlibatan Pemcrmtah untuk kontrol harga tanah dlperkuat oleh perundangan
(berupa advis, rekomendasi, sampai dengan penctapan harga) '

2 Penguasaan bagi Badan Pengelola KASIBA

3. Pcngambllallhan bagl Badan Pengelola KAS[BA

‘(3) Konsohdasn Tanah dan “Land Ponlmg”

R Kon‘;OlldﬂSl Tanah (KIT) dan Land Poolmg (LIP) adalah sistem manajemen tanah tanpa melalul_ B

- pembebasan tanah. Karena peruntukan tanah dan hak tanah masih telap tanpa menggangu mata |
: pencahanannya Sistem ini lebih diterima oleh pemlllk tanah dalam perolchan tanah. Sebagai

- sistem manajemen tanah KfI‘ dan L/P dlusulkan untuk diterapkan di KASIBA Penjelasaﬂ



mengenai K/T secara detil dltérapkan pada bab 1 dimana ada 2 sistem K/T yaitu : sifatnya
sukarcla dan wajib. K/T sukarcla dilakukan dalam kon1bma31 dengan pembebasan tanah melalui
~ jual beli. - :

3-4-4 Ijin P'cmb-ang'um.l‘n dan Péngawasaﬁ LISIBA
Satu hal yang ménjadi {ugas Badan Pellgélola KASIBA adalah m-el‘u'prdn‘lo'sikan dan in'élig',awasi

pembangunan LISIBA scesudah dllakukan pembcbasan tanah dan pembangunan Pprasarana
scbagal LISIBA. Gl : C : , _

ljin pembangunan dan pengawasan akan dirancang scsuai dcngan 3 prinsip KASIBA yang telah
diuraikan pada bab scbclumnya : _

lahap ulama prosedur penyelenggaraan LISIBA duclaskan pada gambar 3 4-6 dcngan
pcmclasan umum sebagai berikut : e ‘

; Pcnyclcnggara LISIBA akan dlplllh dlantara para pengcmbang yang balk daiam kompchsn
bebas Prosedur pemlhkan harus demokral;s, Ju_}ur, dan tr'msparan -

2.f"Kon1petlsl h'll'llS dibuat berdasarkan lfcrangka acuan pcmbangunan dan usulan blaya Usulan
pembangunan LISIBA akan dibuat bersamaan dengan kerangka kcrja kondlsﬂbakuan
" . pembangunan yang dlSlapkan olch Badan Pcngelo]a KASIBA. :

..3_.'.Kontrak untuk pembangunan LISIBA scyogyanya temaasuk kondlm pembangunan dlatas
- Usulan pemblayaan (harga lanah dan pungutan pcmbangunan / “development chargc ) harus
lebih tmgg] darlpada blaya pembangunan prasarana dan blaya pembebasan tanah

4. ‘Badan pcngclola KASIBA dltugaskan untuk memonltor dan mcngawasn penyclenggaraan. o
L pcmbangunan LISIBA _

Undangah Kompetisi bagi penyelenggara LISIBA
i ;. Usulan Pembangunan dan Pembiayaan °

" Evaluasi dan Pemilikan Penyelenggara LISIBA

v

" Kontrak untuk Sistem-2 atau 3 .. ...

- Momtormg dan Pengawasan . "0

| - 'Gambar 3- 4 6 Tahapan Pentmg prosedur Penyelenggaraan LISIBA e

0



.' 1) Pembangunan Prasarana Umum

Tabel 3 -4-1 Pnnsnp prinsip KASIBA dan Pcngawasan LISIBA

 3PrinsipKASIBA .. |- - . .. - Pengawasan LISIBA

Pemulihan Biaya (Cost Harga jual tanah termasuk biaya atas tanah dan pembangunan
Recovery) prasarana (sisteni-3)
. . 2. Pungutan pembangunan (devclopmcm chargc) untuk menulupl
R - .2 | - biaya pembangunan prasarana (sistem-2) -
Ekonomi Pasar (Market ljin pembangunan {license) diberikan melalui kompel;sn beban
Economy) _ © 1 untuk memitih pengembang terbaik.
' " 12. " Kompetisi terdiri atas usulan pembangunan dan blaya

-

—

Pengawasan Perencanaan [1.  Peraturan untuk mengawasi pembangunan LISIBA
Keota (City Plannmg N . (bakuan fasilitas umum, peruntukan tanah, pengawasan
Conlrol) ‘ ‘L : pembanguuan, lansekap) )

"_3’-4'-5 Si;tém Pcnibiéyaan
::7(1) Skema Arus Kas KASIBA

Sehubungan dengan pclaksanaan KAS]BA banyak lipe-tlpe pcmblayaan yang dlperlukan untuk
tahap- tahap pembangunan KASIBA LlSIBA

Ptmb:ngunm KASIBA 7 Ptnylngnn LISIBA Penjuplan i,lrS|VBA o . o Ptr'liunhn.;u-m;h
g o [ Femualan Tanah N i P éhﬁBEﬁéL’ﬁéﬁ""L J-“Férijdéi&ﬁ'"; :

R R B S P Cwmah ™ man

* Pembangunan . Kasus _r pembebaﬁm -

. Prasarana Utama ’ - Tanah - | N ) N
~ (MedalBPK) | . (ModalBPK) O kpr
. H [T ET- - T r—- v V . . e B '

. }(H_:dil Lunak l_Subsidi 3 I - Kredit Lunak J Penjualan lanah ,,E Pembangunen L’."Pen]ualan i
: . : R T kepada Perumnas /"1 - qumah o 3 7} tumsh o

Ly |AvTERNATIRL T
——yl Konso!idasﬂaEJ-— 'me‘uallg'ndi.ks‘“.‘-'c

ALI‘FRVATI[--I . S

Pembangunan Rumah

': Sumber Keua.ngan

i ."v. : . B I——_I KegralanBPK @ lncome BPK

Gambar 3 4 7 Slstem Kcuangan Pcmbangunan KAS]BA

K Scberapa jauh dukungan pemermtah dalam pembangunan prasarana hdak Jelas terdeﬁmsl dalam _ :
“skéma KASIBA. Ada_kemungkinan: bahwa Pémerintah 'mendukung pembangunan prasarana

" KASIBA bila prasarana tersebut memberi manfaat bagi penduduk lokal maupun diluar KASIBA.

s Dukungan Pemerintah bisa juga berdasarkan alasan adanya pembangunan rumah murah scbagsu
g sasaran utamapembangunan satukawasan IR e S S T AT S POt




Pada keadaan tidak normal, Badan Pengelola KASIBA dapat mengunakan kredit bank untuk
membiayai pembangunan prasarana. Namun demikian, pembiayaan jangka pendck dan
menengah melalui bank sangat sulit dan mahal dalam keadaan Indonesia mengalami krisis.
Kredit lunak dari Pemerintah atau subsidi perlu dlperumbangl\an sebagm langkah daruml untuk
menjaga agar harga murah tetap rendah. :

Bila pembangunan prasarana mcnycbabk'm ad'mya spekuhsl dalam harga tanah, waktu dan
prosedur pembcbasan tanah harusnya dilakukan sccara_hati- hau sehingga harga tanah dapat
dibeli dengan harga yang wajar - : _

2)-a Kasus: pcmbcbas’m lanah LISIBA oleh Badan l’engclo}a KAS]BA -

‘Kredit bank dlgunakan untuk melengk'apl modal Badan Pengelola KASIBA untuk mcmpcrolch
tanah. Berdasarkan peraturan pemerintah, bank komersial dapat membiayai sampai 75% biaya
pcmbebasan tanah hanya untuk pembangunan rumah mwurah, Kredit murah untuk Badan
Pengelola KASIBA bagi pembebasan tanah kiranya bisa dipcmmbangkan sebagai langkah
“darurat, khususnya blla investasi unluk pembebasan tanah tidak dapat mencukupl d’t!am J'ingka
_ pcndek S : :

2)b Altematlf-l Konsohdasn Tamh N '

_ Konsolidasi tanah dapat dlterapkan pada bldang-bldang ianah yang sullt dlbebaskan dcngan, -
berbagai alasan antara lain : pemilik tanah tidak setuju dengan harga yang dltawarkan, tanahnya '
dlgunakan untuk produksi pertanian, bidang-bidang tanah yang tersebar dan sebagainya.
Sumbangan tanah (Land contribution) dapat dipakai scbagal biaya pembangunan dan

~keuntungan antara Badan Pengelola KAS]BA dan pemlhk lanah dan dlatur melalm penaturan' '
pemermtah _ T . L

2) c Altematlf 2 Pengahhan Penyclenggaraan LISIBA kepada Pengembang

Scsudah rancangan atau pembangunan prasarana Imgkungan pnmer Badan Pengelola KAS]BA ,
‘dapat mengalihkan penyelenggaraan LISIBA kepada para pengembang (Perum Perumnas dan
- pengembang swasta afau lembaga lain) dengan syarat adanya pungutan pcmbangunan
(development charge). Pungutan ini bervariasi tergantung pada lokasi LISIBA dan konsep
pengembangannya. Untuk melaksanakan subsidi silang, Badan Pengelola KASIBA menctapkan
harga lebih tinggi dari pengembang yang membangun rumah besar/mewah dan menelapkan

harga rendah kepada pengembang yang membangun rumah murah seperti Perum Perumnas. |

Pelaksanaan ini juga dipakai untuk pembayaran kembali bagi biaya pembangunan prasarana. - |
Selanjutnya kegiatan yang ditakukan pengembang scsudah 1tu adalah sama )'anu pembangunan -
rumah yang dlmulai dan pembebasan tanah pada LISIBA -

'3) Penjmlan L lSIBA kepada pengembang / lembaga lam dan Perum Perumnas ::._4;-'

Sesudah pembebasan tanah Badan Pengelola KASIBA dapat memual LIS]BA kepada : s

- ; peruntukan atau mmah rumah besarlmewah dan rumah rumah murah dengan perbedaan harga :
. alau pengembang swasta dan Perum Perumnas ' : . =

" Sistem ini juga dlpakal unluk menutupl blaya pcmbangunan prasarana dan pembebasan tanah g
Pcngcmbang akan menggunakan mudal dan pmjaman darl pasar modal (non bank) karena krecht



‘bank tidak boleh digunakan untuk membeli tanah bagi pcmbangunan mmah rumah beS'lr/mewah
Koperasi juga bisa menjadi penyc]cnggara LISIBA. :

| 4) Pembangunan LISIBA dan Bangunan Rumah -

- Sesudah pembebasan tanah di LISIBA, penyetenggara LISIBA akan membangun/mematangkan
tanah dan membangun rumah. Untuk Perum Perumnas, Pemerintah perlu mempertimbangkan

" untuk memberi kredit funak untuk mengurangi beban biaya. Sumber pembiayaan baru yang akan

. digambarkan pada bab (2) akan dikembangkan untuk memperkuat pengcmbang agar dapat
memoblllsaSI dana bagi pembangunan LISIBA.

3) Penjualan Rumah

“ Pen_unlan rumah telah meiurun sccara beram scjak suku bung'i bank memngkat lebih dari 45%.

" Disatu pihak subsidi KPR-BTN telah dilepas dan selama ini hampir tidak ada pembelian ramah

~tanpa menggunakan KPR-BTN. Pemerintah seyogyanya menambah kredit lunak kepada BTN

" dan - BTN - dapat - melanjutkan penyediaan KPR-BTN. Pemcrmtah ‘sekarang - sedang

' memperkenalkan “Secondary Mortgage facility”  (SMF) un(uk melengkap; KPR-bank
swas{a/agar dapat memberikan bunga yang leblh rendah. - ' '

@ Usulan Skema Pemblayaan .

-:‘Walaupun penyedlaan KPR unluk rumah—mmah murah adalah satu pnonlas kebuaksanaan

o Pemerintah dalam anggaran, jumlahnya tidak - akan mencukupi sesuai dengan permintaan.

~ Apalagi, Pemerintah menyediakan bukan untuk pengembang swasta, fetapi hanya berupa subsidi
-~ sebesar Rp. 700. 000/unit runiah murah (RSS) yang diberikan kepada Perumnas bempa prasarana.
- Dalam keadaan krisis “ekonomi, banyak pengembang tcrmasuk Perumnas txdak dapat

E melanjulkan 0peras1 pembangunan karena kesuhtan keuangan S

L Untuk perspektlf ekonomi nasional Jangka panjang, berikut ini adalah skema pemblayaan baru
S yang harus dlkcmbangkanrurzl_tyk ‘men_dukl‘mgrpembangunan pqrumah_an N '

e l) Dukungan Pemblayaan unluk Badan Pengelofa KAS]BA

: Badan Pengelola KASIBA dlselenggalakan oleh BUMN atau BUMD atau lembaga Iamnya yang

~ ditunjuk, Namun demikian masih belum jelas status BUMN/BUMD yang dimaksud apakah
'.,;__Perusahaan Umum (Perum) atau Persero (sama dengan PT). Perum adalah BUMN/BUMD yang
~ sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemda, sedangkan Persero paling tidak 51% sahamnya

- dimiliki PemermtahlPemda atau kurang dari 100%. Pemerintah sckarang lebih menginginkan
. mcicpaskan saham persero kepada masyarakat (go publlc) dan tldak bermaksud untuk '

~ - membentuk BUMN/BUMD baru,

SO Walaupun BUMNIBUMD secira legal mempunyal sasaran untuk memupuk keuntungan dalam

- operasi bisnisnya, mercka mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti .-

} - .menyediakan rumah murzh, Dalam rangka mempcrtemukan 2 sasaran yang akan dimandatkan

“..-kepada Badan Pcngelola KASIBA, diusulkan agar Pemcrmtah membcnkan dukungan_
5 ﬁnansnal/pemblayaan kepada Badan Pengelola KA%]BA : . e

4 'Kredlt Jangka panjang sepem RDI (Rekenmg Dana lnvestam) scyogyanya dlsediakan atau krednt o
S jangka pan_lang yang berasal darl sumber luar negen melalul Pemenntah L e

E 63 _' BT



Jaminan Pemerinfah scharusnya juga diberikan bilamana Badan Pengelola KASIBA mengajukan
pinjaman jangka panjang atau bond di pasar modal untuk mengurangi beban bunga. -

2} Dukungan Pembiayaan untuk Para Pengembang Rumah Murah -

Salah satu sasaran utama sistem KASIBA adalah penyediaan rumah-rumah murah. Dukungan

pembiayaan seyogyanya diberikan untuk para pengembang rumah murah sepem Perum
Perumnas schmgga sasaran-sasaran KASIBA terscbut tcrpenuhl S :

- Pemerintah seharusnya mcnyedmkan modal yang cukup unluk mveslasn dan oporasr kepada
Perum Perumnas. Pajak Pcnghasnlan porlu dlkurangl bagi mereka yang membangun rumah
murah. Scbagai pengganti atas pengurangan pajak ini, maka pendapatan akan diinvestasikan
kembali untuk memenuhi kebutuhan sosial pada masa datang '

~ Subsidi untuk rulmh niurah (RSS) juga pcrlu dltmgk'\tkan Subsidi pcmbangunan prasarana
“untuk RSS yang semula hanya Rp. 700.000/unit RSS direncanakan naik maksimal Rp.
- 1,000, 000/umt RSS pada tahun anggaran mendatang Ini tidak hanya diberikan kepada Peruinnas
tetapi juga kepada para pengembang lain yang memenuhi syarat yailu para pcngembang kccnl '

yang sedang mcngembangkan kawasan hdak leblh dars 20ha L

| 3) Dukungan Pemblayaan kepada Pengembang Swasta dan Pembell Rumah
a. I’cmantapan Lembaga Keuangan Pembangunan

Keberadaan modal berjangka panjang dan murah mempakan hal utama d'alam
= pengembangan kawasan karcna investasi tidak dapat segera dltlllllpl secara cepal
- Indonesia tidak memlllkl lembaga keuangan untuk mcnycdlakan dana Jangka panjang

‘ '-Tcmmsuk 7 bank mlllk pemermtah yang ada (scbclum d}mergc) yang scmcshnya '
o mempunya: fungsi sebagal bank pembangunan, temyata kegiatan utamanya sekarang leblh
- berfungsi sebagai bank komersml ‘Meskipun ada bantuan kredit melalui anggaran o
Pemerintah yang berfungsi sama, jumlah terbatas untuk satu tahun anggaran Apalagl
S alokasmya juga ferbatas hanya untuk BUMN, - R N T i

Sejak kemampuan Pemerintah dan BUMN/BUMD sangat terbatas tldak hanya umuk
sektor masyarakat, tetapi juga scktor swasta termasuk koperasr diharapkan mempunyai -
peranan penting uniuk memenuhi kebutuhan masyarakat Juga dari perspektif ekonomi -
* nasional, dana-dana jangka panjang bangat dlperlukan untuk perlumbuhan sektor industri.”
* - Lembaga ‘Keuangan Pembangunan semacam .“Japan - Dcvclopment ‘Bank” dan _
" “Government Housing Loan Corporation” di Jepang harus dibangun di- Indonesia untuk

"* menyediakan kredit jangka panjang dengan tingkat harga rendah yang tidak hanya untuk = -

" f:-‘_'-fri 5 :keperluan masyarakat banyak telapl ]uga kepada pengembang swasta dan koperam :
b, Pembentukan ‘Secondary Mortgage Market (SMM)” B

' Tlg‘l skema yang sedang direncanakan di Indonesna yang drmaksudka untuk menyedrakan

pembiayaan murah kepada pembeh dan Juga sekallgus menyedlakan sumber pcmblayaan '_
bagi pengembang : i . T

Dengan adanya “Secondary Mortgagc Faczllty “ (SMF) teiah dlputuskan Pemermlah
- sebagai tahap awal Benkut ini adalah kerangka SMF sesual dengan Departemen_'=

' Keuangan

* Pemegang Saham : 10% Bank Tndonesia, 10%Asian Development Bank (ADB),

80% dan mvcstor Iam seperu perusahaan asuransn, dana pensrun, bank bank dan



L lcmbaga kcu‘mgan internasional.
- Modal Awal : Rp. 300 milyar

- Ada 2 tahap pinjaman (USS$ 47 Jllt’i) dari ADB mehlm Bank Indoncsm dengan
jangka waktu jatuh tempo 15 tahun dan “ grace perlod” 3 tahun.

- Sesudah berjalan sekitar 2 ‘tahun melalui peraturan, obllgasmya dl_]llal kepada
investor melalui pasar modal :

- KPR akan dlsedlal\an melalui bank

Menurut Departemen Kemngan SMF akan mulai pada beberapa bulan setelah pencairan
dana ADB. Dengan diperkenalkannya SMF akan merangsang pasaran pcrumahan di

- negara pada masa mendatang. Adapun scbcrapa besar dana atau pinjaman yang akan
diberikan akan diputuskan kemudian. Tahap kedua, Pemerintah sedang merencanakan

" “Secondary Mortgage Market” (SMM) dengan maksud untuk menggalakkan
(mobilization) “Mortgage” yang disimpan bank. “Comercial Mortgage Market” (CMM)
adalah rencana masa datang dari Pemerintah untuk memblayal pengembang dengan kredit
komcrsnlnya L

' 4) Dukungan Pemb:ayaan untuk Pcmda (Bankablngasn unluk Pcmbangunan Prasarana)

o Pcmbangunan pr‘13’1ralla adalah tahap pertama darl snstem KASIBA arlmya sejumlah dan untuk
o pembangunan prasarana harus tersedia sebelum niemulai pelaksanaan pembangunan KASIBA.

* Sedangkan prasarana yang berada di scktor KASIBA scpeti jalan artert diharapkan dtbangun '
oleh Pemerintah d'm untuk 1lu Pemda udak menganggarkannya

Di Amerika Senkal obhgasn diterbitkan sccara luas oleh pemcrmtah kota. Penerbnnya
_ ‘mendapatkan pajak spesnl dan sumber-sumber pendapalan yang nantinya menjadl proyek baru

L dan has:lnya mampu untuk mcmbayar kemball kcpada pcmcgang obllga51

- Dengan mcnggunakan skcma pemblayaan ini, ada kemungkman Pemda~Pcmda dl Indonesm

-~ mendapatkan dana dari pasar dengan jaminan Pemerintah Pusat. Pemda menerbitkan obligasi
- bisa melalui penawaran umum (public offermgs) atau pcncmpatan modal/mvcstas: kcpada
' pengembang yang terkait dengan proyck atau lcmbaga keuangan yang ada n ' -

~ Pasar modal di Indoncsm belum mantap, sedangkan Pemermhh ingin agar pcrlumbuhan pasar
" modal semakin kuat.” Sistem ‘obligasi akan menmptakan tidak hanya alternatif sumber
pcmblayaan bagl Pemda (etapi juga sebuah alternatif kesempatan penanaman modal tapi investor
‘) yang akan sesual dcngan harapan l’cmermtah untuk pertumbuhan pasar modal dl lndoncsna :

- .'f. 3 4-6 Slstem Orgamsas1 : EEORR

S Diantara 3 mstem KAS]BA yang dlusulkan Slstem 3 adalah yang palmg menypluruh tercakup.

' '_(1) Orgamsas: Umum untuk Pelaksanaan KASIBA

'-j'hOrgamsasn umum untuk pclaksanaan KASIBA dnunjukkan pada Gambar 3 4 8 dan secara gans - B

' '_ besar adalah sebagal berlkut

1. KASIBA sebagal baglan dan pcrencanaan kota, secara prms;p tanggung _]awab
pelaksanaannya ada pada Pcmda 5 : : e : '



Penyelenggara LISIBA

Promefor/ inisiatorf fkeordinafor

; - i
Bupati/Walikota Badan 'Pengel'ola .J Pengembang swasta E

: \l/ ' KASIBA ! E
Dinas/urusan KASIBA ( . ) ! .Peru‘m Perumnas E
. i ' :

N 1

S . - ' De nlemmf\ltnlm buhn un e o
Pcmermtghl’usat "‘f.bdmm _"g BURE T Goverament Arm

-~ «Perumahan dan Ptlmuldm:n " for KASIBA pr_omotion
- Pekerjaan Umum - o o L S

. -Keuzngan : .
- Datam l\cgtrllOlononl o

 Gambar 3-4-8 Overall Or'gan_izrat,ioh fo_i' KASIBA_I.mplement.atioﬁ -

2. Walaupun pada saat sckarang kemampuan pelaksanaan bagl Pemda S'mgat lcmah kccuall
beberapa Pemda scpem DKl Jakarta. . . .~ . . . :

. Pada perubahan pemermtahan yang ber31fal dcsentrahsasn, Pemermlah Pusat tennasuk '

,‘__Menterl yang mengurusi bidang Perumahan dan Permuklman Pekerjaan Umum Keuangan :

. dan Menteri Dalam Negeri (otonomi) seharusnya ambil prakarsa untuk memperkuat Pemda
dalam umsan perencanaan kota sehmgga KASIBA dapat berjalan secara efekhf

Pemermtah Pusaf, terutama Menten yang bertanggung jawab dalam bldang Perumahan dan ,
L Pennuklman yang mempunyal peranan penting dalam koordinasi dengan deparlcmen- o
E dcpartemen terkait yang berkepentingan tcrhadap pembangunan KASIBA," bcrtanggung
jawab membantu Pemda melalui penyediaan para teknisi, prakl131, ahll keuangan dan hukum '
untuk melaksanakan tahapan pembangunan KASIBA. L : '

3, Dmas/urusan KASIBA pcrlu dlpermapkan ‘oleh Pemda dan akan menjadl pcndampmg
Pemerintah Pusat seperll yang dluralkan dlatas dalam memprakarsa1 dan koordma31 KAS]BA
' padalmgkatlokal ‘ : R : S

OrgamsaSI ini akan tumbuh dan penuh tanggung jawab bagi pembangunau KASIBA pada B
- dacrah olonomnya di masa datang i} ,

' Perum Perumnas sebagal lembaga pemermtah yang kompeten dan berpengalaman dalam g

g pclaksanaan pembangunan kota dan perumahan diharapkan dapat mengambll peran dengan o

mengembangkan proyek KASIBA Ada 3 tugas Perumnas sebagal benkut

1. Atas nama pemermtah unfuk menyebarkan pcmahaman promosn dan bermlslatlf

= mengembangkan proyek KASIBA."

2. Bermaksud dan benmslatlf mcngcmbangkan KAS]BA dalam koordmasn dengan Pemda 7

(tem1asuk penehtlan, survei, perencanaan, dsb)

."‘?

3. 'Mengundang pcngembang swasta 1§ntuk menyclenggarakan LISIBA dlbawah pengawasan o

: Badan Pengelola KASIBA
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